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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang analisis 

Komposisi dan Konsentrasi Belanja Dearah Pemerintah Kota Kupang tahun 

2017-2020 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Komposisi Belanja Pemerintah Kota Kupang dapat dilihat dari  proporsi 

belanja yang telah diperhitungkan dimana Proporsi Belanja daerah untuk 

tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan pada belanja operasi 

dari 71,35% menjadi 73,71%, dan transfer dari 0,72% ke 0,74%. 

Sedangkan untuk belanja modal mengalami penurunan, dari 27,83% 

menjadi 25,46%, untuk belanja tak terduga dari tahun 2017 ke 2018 tidak 

mengalami perubahan. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 proporsi belanja 

operasi mengalami peningkatan dari 73,31% menjadi 76,70%, untuk 

belanja modal, belanja tak terduga dan transfer mengalami penurunan, 

sedangkan pada tahun 2019 ke tahun 2020 proporsi total belanja operasi, 

belanja tak terduga dan transfer mengalami peningkatan, hanya belanja 

modal saja yang mengalami penurunan dari 22,40% menjadi 19,49%.Jadi 

alokasi anggaran belanja selama tahun anggaran 2017 sampai tahun 2020 

alokasi belanja terbesarnya adalah belanja operasi sedangkan sektor yang 

mendapat alokasi anggaran yang relative sedikit selama 4 tahun adalah 

belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. 

2. Pada rasio keserasian belanja Pemerintah kota Kupang dari tahun 2017 

sampai tahun 2020 menunjukan bahwa alokasi anggaran untuk belanja 
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operasi lebih diperioritaskan daripada belanja modal. Rata-rata belanja 

operasi Pemerintah Daerah Kota Kupang dari tahun 2017 sampai dengan 

tahun 2020 sebesar 76,30% dimana dari rata-rata belanja operasi sebesar 

Rp888.411.538.310,51 dibandingkan dengan rata-rata total belanja daerah 

sebesar Rp1.164.322.704.714,86. Dimana sebagian besar anggaran belanja 

digunakan untuk belanja operasi terutama untuk belanja pegawai dan 

belanja barang dan jasa. Rata-rata belanja modal yang digunakan 

Pemerintah Daerah Kota Kupang pada tahun 2017 sampai tahun 2020 

sebesar 22,82%. Rata-rata belanja modal sebesar Rp265.751.910.081,83 

sedangkan rata-rata total belanja daerahnya sebesar 

Rp1.164.322.704.714,86. Rasio belanja modal mengalami penurunan 

setiap tahunnya dan sebagian belanja modal digunakan untuk belanja 

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan bangunan 

serta aset-aset lainnya. 

6.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, 

maka peneliti memberikan sedikit saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah  Kota Kupang lebih memprioritaskan dananya pada 

belanja operasi dibandingkan belanja modal. Oleh karena itu, perlu adanya 

perhatian lebih dari pemerintah daerah kota Kupang terhadap belanja 

modal, kerena belanja modal yang digunakan untuk aset-aset tetap akan 

berguna dalam jangka panjang yang akan memberikan manfaat untuk 

masyarakat dimasa yang akan datang. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama 

diharapkan untuk dapat mengembangkan penelitian dan dapat 

memperbanyak obyek penelitian tentang Belanja Daerah. 
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